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Menimbang

Mengingat :

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

. bahwa sesuai kewenangan otonomi yang diberikan kepada

daerah, untuk menentukan kebijakan yang relevan dengan
kondisi obyektif dan karakteristik wilayahnya terhadap
potensi sumber daya alam yang tersedia untuk
dimanfaatkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
secara lahir bathin; '

bahwa wilayah Perairan, Pesisir, Laut dan Pulau-pulau kecil
Kabupaten Kaimana memiliki keanekaragainan hayati yang
tinggi, maka harus dilindungi dan dikelola serta
dimanfaatkan secara bertangungjawab berdasarkan prinsip
pembangunan berkelanjutan; ‘

. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka dalam
rangka pengelolaan sumberdaya perairan, pesisir, laut dan
pulau-pulau kecil perlu dilakukan upaya konservasi
ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika
ikan di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kaimana;

bahwa berdasarkan perﬁmbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah
Kabupaten Kaimana;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
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6.

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 9  Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3427);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3493);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3647);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara ‘Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4842); h

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten
Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana,
Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten
Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk
Wondama, di Provinai Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomorl18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433);sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);



Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

12.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726} ;

13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3776);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak
dan 'Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas
Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4211);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Necara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82.



8. Peraturan Pemernintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservas: Sumber Daya lkan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan lembaran
negara republik Indonesia Nomor 4779);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun
2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan
Konservasi Perairan;

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA

dan
BUPATI KAIMANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana.
Bupati adalah Bupati Kaimana.

+ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana

5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaimana.

©. Konservasi adalah upaya perlindungan ekosistem penyanggah kehidupan,
pengawetan plasma nutfah serta pemanfaatan keanekaragaman hayati
berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian.

. Kawasan Konservasi Perairan Daerah selanjutnya disebut KKPD adalah
kawasan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, yang
memiliki sumberdava havati dan karakteristik sosial budava spesifik vang



avah Pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem
rat dan laut vang sangat rentan terhadap perubahan aktivitas manusia di
arat dan laut.

Rawasan Pesisir adalah bagian dar1 wilayah pesisir yang memiliki fungsi
tertentu berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk
dipertahankan keberadaannya.

), Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000
km=? (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

1. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijjakan lintas
sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan
lujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan
indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan
sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan
struktur dan pola ruang pada kawasan kegiatan yang hanya dapat
dilakukan setelah memperoleh izin.

i. Peritkanan Berkelanjutan adalah semua proses upaya pengambilan meliputi
penangkapan dan pembudidayaan, penggunaan, pengembangan, dan
pengusahaan sumberdaya ikan secara terencana dan hati-hati dengan
menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan secara
keberlanjutan sumberdaya tersebut agar tetap tersedia bagi generasi
sekarang maupun yang akan datang.

. Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Perairan Daerah adalah suatu
proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya perairan,
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan yang
mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha, perencanaan antar sektor, ekosistem darat dan laut, ilmu
pengetahuan, dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

. Pengelolaan Adaptif adalah suatu tipe pengelolaan sumber daya alam
dimana pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses terus-
menerus yang berbasis ilmiah dan meliputi pengujian, monitoring, dan
evaluasi terhadap strategi-strategi yang diterapkan, dan memadukan
pengetahuan terbaru ke dalarn pendekatan-pendekatan pengelolaan yang
berdasarkan  temuan-temuan ilmiah dan  kebutuhan-kebutuhan
masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk memodifikasi kebijakan,
strategi dan praktik pengelolaan.

lejaring KKPD adalah rangkaian beberapa KKPD yang secara ekologis dan
bio-fisik berkaitan satu dengan lainya yang meliputi aspek oseanografi,
mioekologi, perikanan dan daya tahan lingkungan yang pengelolaannya
tilakukan secara terpadu berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan
kawasan koservasi perairan dan pesisir.

Masvarakat adalah masyarakat pesisir yang bermukim di dalam dan



terdinn dan masyarakat lokal yang merupakan komunitas nelayan dan
bukan nelayan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur
ingi-fungsi kawasan konservasi perairan, pesisir, laut dan pulau-pulau
1l sesuail dengan peruntukannya berdasarkan zonasi.

cngan tujuan untuk menata suatu kawasan perairan, pesisir, laut dan
pulau-pulau  kecil yang terlindungi serta dapat dikelola secara
berkelanjutan.

BAB III
SUBJEK HUKUM KKPD

Pasal 3

raturan Daerah ini berlaku dan mengikat setiap orang baik Warga Negara
lonesia maupun Warga Negara Asing dan Badan Hukum Indonesia maupun
_ Hukum Asing, kapal perikanan maupun kapal non perikanan vang
lakukan kegiatan di sekitar dan atau di dalam KKPD Kabupaten Kaimana.

BAB IV
ASAS, FUNGSI DAN SASARAN
Pasal 4
“engelolaan KKPD dilaksanakan dengan didasarkan pada asas:
penggunaan pertimbangan bukti ilmiah;
pertimbangan kearifan lokal;
pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;

baglan integral dan alat pendukung untuk pembangunan daerah yang
berkelanjutan;

pencegahan tangkap lebih;

pendekatan kehati-hatian;

pemanfaatan secara berkelanjutan;

keterpaduan pengembangan wilayah pesisir, laut dan darat;

pengelolaan adaptif.

Pasal 5
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indungl dan mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan, seperti
empat pemijahan tkan, habitat induk ikan, dan lainnya;

mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional dalam pemanfaatan sumber
laya secara berkelanjutan.

peneliian dan pengembangan yang mendukung pengelolaan KKPD serta
pengembangan ilmu pengetahuan;

pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber
daya laut yang lestari;

sebagai kawasan wisata bahari yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;

pemanfaatan sumberdaya laut lainnya secara lestari;

Pasal 6
:saran pengelolaan KKPD meliputi :

<awasan konservasi perairan daerah yang dikelola secara bersama oleh
pemerintah  dan  masyarakat untuk ketahanan pangan daerah dan
perubahan iklim;

rercapainya kelestarian sumber daya ekosistem perairan, pesisir laut dan
oulau-pulau kecil sebagai sumber perekonomian masyarakat;

oengetahuan  dan kesadaran masyarakat meningkat tentang konservasi

perairan, pesisir  laut dan  pulau-pulau  kecil beserta mekanisme
claksanaan dan pengawasannya;

ercapainya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara manusia dan

‘kosistem perairan, pesisir laut dan pulau-pulau kecil;

.

crsedianva sumber daya tkan dan lingkungan untuk generast masa depan;

nadinya pemanfaatan sumber daya ikan dan biota lainnya secara
rkendali.

BAB V
LOKASI DAN WILAYAH KKPD

Pasal 7

KKPD Kabupaten Kaimana seluas 508.324 Ha dengan empat wilayah
o~ olzan meliputi Wilayah Pengelolaan Buruway, Arguni, Kaimana, Etna

Pasal 8

na wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagai zonasi KKPD. diatur
=mudian dengan Peraturan Bupati
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asal
tapan koordinat batas wilayah dan luas wilayah dimasing-
aimana dimaksud dalam Pasal 7 dimuat dalam peta
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ikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
BAHAN LUAS KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Pasal 10
woehan Luas wilayah KKPD  atau  pembentukan KKPD  wajib
coernatkan kondisi obyektif wilayah laut, pertimbangan ilmiah dan
periu disesuaikan  dengan kebutuhan daerah, serta meminta
sermbangan dan persetujuan masyarakat sekitarnya.

srubahan Luas wilayah dan atau pembentukan KKPD sebagaimana
nawsud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PRINSIP PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN KKPD
Pasal 11 v
engelolaan KKPD berdasarkan pada prinsip Perlindungan, Pelestarian,
“emanfaatan yang dalam pengelolaannya menggunakan sistem zonasi.

Pengelolaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan
dengan cara kemitraan bersama dengan melibatkan kelompok
masyarakat adat, tokoh adat, tokoh agama, lembaga masyarakat,
kelompok dunia usaha dan industri serta lembaga penelitian dan
perguruan tinggi.

BAB VIII
KELEMBAGAAN DAN SISTEM PENGAWASAN KKPD
Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah

dengan nama lain sebagai lembaga pengelola KKPD dan
ertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan
ian Kelautan Kabupaten Kaimana.

Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pengelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 13
Pengawasan pada wilayah KKPD dilakukan secara terpadu dengan

batkan masyarakat (Kelompok Masyarakat Pengawas), instansi terkait,
1baga Kepolisian/TNI dibawah koordinasi Dinas Perikanan dan Kelautan



BAB IX
HAK MASYARAKAT

Pasal 14

pengelolaan  wilayah KKPD harus memperhatikan bagian dari
an hak ulayat adat masyarakat, perlu memperhatikan kearifan
nasyarakat sekitarnya yang secara turun-temurun masih tetap

Pasal 15

¢ berada disekitar dan atau berada di dalam kawasan KKPD
ikatan bersama Pemerintah Daerah dapat merelokasi yang
menntah Kabupaten Kaimana.

Pasal 16
©© was sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga dapat diberikan dalam
semtuw program pemberdayaan masyarakat nelayan.
Pasal 17
ikut dalam perencanaan dan pengelolaan serta berhak
~h informasi mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan
nasi KKPD sesuai peruntukannya.
criniah Daerah dapat menentukan pembatasan terhadap kegiatan
cmanizatan sumberdaya laut atau kegiatan lainnya di lokasi yang telah
rapkan sebagai wilayah KKPD.
mbatasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
oelaksanaan konservasi Daerah Kabupaten Kaimana.

Pasal 19
= am melaksanakan pengelolaan dan pelestarian fungsi sumberdaya
<= =utan, pemerintah daerah bersama masyarakat dan pihak terkait lainnya

“wrnetapxan pembagian kawasan {zonasi) dalam KKPD merupakan :
asan (zona) inti/DTI;
:san Zona Perikanan berkelanjutan;
zsan Zona Pemanfaatan;

s.awasan Zona Lainnya;




BAB XI
PELARANGAN
Pasal 21

rang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat

:kibatkan perubahan terhadap keutuhan KKPD.

nan terhadap keutuhan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kegiatan mengurangi, merusak, menghilangkan fungsi dan luas

Pasal 22

¢ can atau badan hukum dilarang untuk melakukan penangkapan,
pembudidayaan ikah dan biota lainnya secara komersial atau
seria penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap yang

SDLCTI1 IauUltL.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

© aiau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana
Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan pidana kurungan
enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.

na puluh juta rupiah).

nelanggar Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan
ngakibatkan kematian manusia dapat dituntut sesuai dengan
ng berlaku.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 24

ccawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

wenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan
pidana di bidang perikanan dan kelautan, sebagaimana dimaksud
ndang-undang Hukum Acara Pidana.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ikukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
rangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang
<anan dan kelautan;

clakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan
ndak pidana dalam bidang Perikanan dan kelautan;

minta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum

shubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang perikanan

Iralayitan-



melakukan pemenksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan
dengan tundak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;

melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan
oukt dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan

cukt dalam perkara tindak pidana dalam bidang perikanan dan
welautan; dan

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
senvidikan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan.

B Pemndik Pegawal Negeri Sipil  sebagaimana dimaksud  pada
srv=t (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik

spolisian Negara Republik Indonesia.

“pabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
-2t 12) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik
“woawar Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik
“soolsian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. _

“ooidik Pegawail Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
“wenvampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat
“wovadik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

& |

) M

-~ Selain penyidik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
“szan Hukum secara ex-officio karena. jabatannya bertugas untuk
akukan penyidikan tindak pidana dalam bidang Perikanan dan

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- =2 pengelolaan KKPD Kaimana akan dibebankan pada Anggaran

“wndapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaimana, Anggaran

“endapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Papua Barat, Anggaran

“endapatan Belanja Negara (APBN), serta sumber-sumber penerimaan
wnnva yang sah serta tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan
~=turan Perundang-undangan yang berlaku.

~ vz operasional disalurkan dan dikelolah melalui lembaga pengelola
« =70 vang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Dengan  diberlakukannya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati
Kaimana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kawasan Konservasi Perairan Daerah
Kabupaten Kaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah 1n1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
padaitanggal 1 Quginer 2014

BUPATI KAIMANA,

P MATIAS MAIRUMA
Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 1% UcSember 2014
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

%

RITA TEURUPUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA, PROVINSI PAPUA
BARAT ( n /2014)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
NOMOR TAHUN 2014~
TENTANG
“AWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

=NJELASAN UMUM.

alam rangka penyelenggaraan pemerintahan pemerintah daerah
r1 kewenangan otonnomi dalam pengambilan kebijakan yang relevan
can kondisi obyektif dan karakteristik wilayah di masing-masing
wrahnva vang memiliki potensi sumber daya alam termasuk sumber
ikan, baik untuk kegiatan penangkapan, pembudidayaan yang
emanfaatannya perlu dilakukan secara optimal dan seefisien mungkin
“emu peningkatan kemakmuran dan keadilan masyarakat dengan tetap
nemperhatikan  kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
sngeloaan sumber daya ikan termasuk sumber daya lainnya yang berada
“laut perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan azas manfaat,
«radilan, kemitraan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian
ing berkelanjutan. Sehingga sumber daya ikan yang tersedia ini dapat
manfaatkan oleh generasi berikutnya secara terus-menerus dan
rkesinambungan.

Kabupaten Kaimana secara geografis dan topografis 80 % (delapan
culuh perseratus) dikeliling laut dan 20 % (dua puluh perseratus) adalah
‘aratan yang terdiri dari 4 buah pulau besar dan 600 buah pulau-pulau

I vang tersebar merata diseluruh wilayah Kabupaten Kaimana.
cngan kondisi geografis dan topografis demikian, Kabupaten Kaimana
“isepanjang wilayah pesisir dan laut memiliki keanekaragaman hayati
:ng tinggi sehingga harus dilindungi dan dikelola serta dimanfaatkan
sccara bertangungjawab dengan melibatkan masyarakat sekitarnya.

Pengelolaan dan penetapan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten
~aimana kedalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) bertujuan
.ntuk membentuk suatu kawasan laut dan pesisir yang terlindungi serta
“apat dikelola secara berkesinambungan dengan tetap berpedoman pada
~mnsip pelestarian lingkungan, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun

~h pihak lain yang berinvestasi dibidang perikanan dan pariwisata.

Dengan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi

ndasan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

1 wilayah perairan laut Kabupaten Kaimana, sesuai kewenangan

:ng diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
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Ayat (1)

Maksudnyva memperhatikan kondisi faktor penataan
ruang wilayah laut yang berkaitan dengan arus lalu lintas
laut untuk kepentingan umum.

Ayat (2)
Melakukan study kelayakan dengan meminta pertimbangan
dan  persetujuan masyarakat pemilik hak ulayat laut dan
pesisir setempat. .

1 O

Cukup Jelas
10
Dalam penetepan zonasi KKPD harus dilakukan secara bertahap
dan harus meminta pertimbangan dan persetujuan masyarakat
sekitarnya.
11
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12
Maksudnya adalah pengadaan Kapal Patroli laut dan alat-alat
rambu-rambu lalu lintas laut yang berhubungan dengan
pengawasan perikanan.
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